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BAB V
PENUTUP
1. 1. Kesimpulan

Kesimpulan berikut dapat diambil dari pembahasan bab sebelumnya:

1. Studi menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Pemenang berfungsi
sebagai penghubung kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Lombok Utara dan organisasi lain untuk mempromosikan
ekowisata Krujuk dan mendorong pengunjung lokal dan nasional untuk
mengunjungi situs tersebut.

2. Obyek Ekowisata Krujuk memiliki pengaruh yang baik terhadap bisnis
lokal karena mengangkat tingkat ekonomi masyarakat Desa Pemenang.
Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) di Desa Pemenang adalah salah
satu teknik untuk mengembangkan objek ini. Sejak munculnya wisata
Ekowisata Krujuk, mereka dapat menyewakan peralatan tambahan
terkait pariwisata yang tidak dapat mereka gunakan sebagai petani atau
nelayan.

3. Merujuk pada sarana dan prasarana ekowisata yang masih dalam tahap
pembangunan dan harus selesai seiring berjalannya waktu.

4. Di Desa Pemenang, ada pemahaman bahwa Ekowisata Krujuk bisa
menjadi aset yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebuah perjalanan

sederhana akan membawa Anda ke Kawasan Ekowisata Krujuk.
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5.2. Saran
Penulis saran kepada Pemerintah Desa Pemenang dan Kabupaten

Lombok Utara untuk membantu mereka lebih mengembangkan wisata

Ekowisata Krujuk.

1. Meningkatkan pemasaran media sosial menarik banyak pengunjung
dengan acara menarik yang dipromosikan ke khalayak luas.

2. Selain membuat iklan dan program, sangat penting untuk membangun
sistem informasi yang solid dan bekerja sama dengan tempat-tempat
wisata seperti Bali dan Lombok yang telah terbukti cukup populer di
seluruh dunia.

3. Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana penunjang
pariwisata Ekowisata Krujuk sehingga wisatawan yang berkunjung ke
Ekowisata Krujuk merasa nyaman.

4. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Lombok Utara khususnya Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan dinas perhubungan untuk
menarik retribusi dari pengelola yang membawa wisatawan dan juga
dengan jasa raharja untuk jaminan keselamatan pengelolaan Ekowisata
Krujuk dengan baik sambil menunggu izin dari pihak kehutanan dan jasa
lingkungan. Baik pelancong bisnis maupun wisatawan mungkin yakin

bahwa kesejahteraan mereka dijaga.
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5. Diharapkan pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan pemerintah Desa
Pemenang meminta izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kementerian Pariwisata untuk menarik kunjungan wisatawan dalam
jangka pendek, kemudian menarik investor sehingga mendukung
pariwisata. sarana dan prasarana bisa dibangun. Rujuk dalam jangka

menengah.” Utara.
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